Nomor

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1

PURWODADI

Jalan Pangeran Diponegoro 24 Purwodad:, Grobogan Kede Pos 58114 Telepon 0292-421136
Faksinule 0292-421136 Surat Elektronik smkn1_purwodadifvahoo. com

:100.3.12 /184

Lampiran : 1 Bendel

Hal

Kepada

Kab. Grobogan, 5 Maret 2025

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Jawa
di
Tempat

Tengah

Dengan Hormat,
Bersama ini kami mengajukan permohonan update Nama Satuan Pendidikan di Referensi

Data pada SMK Negeri 1 Purwodadi dengan data sebagai berikut :

. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
: SMK Negeri 1 Purwodadi

Nama
Nama
NPSN

Nomor izin Pendirian SMK
Tanggal, Bulan, Tahun
Alamat satuan pendidikan

Institusi Penerbit SK

Penyelenggara
Satuan Pendidikan

: 20313803

0342 /U /1989
: 5 Juni 1989
. Jalan P. Diponegoro Nomor 24, Kelurahan Danyang,

: Permohonan update Nama Satuan Pendidikan di Referensi Data

Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia
Program Keahlian yang ada :
No Bidang Keahlian Program Keahlian |[ Konsentrasi Kea\hliarr1
1. | Bisnis dan Manajemen | Akuntansi dan Keuangan | Akuntansi
Lembaga
Manajemen Perkantoran | Manajemen
dan Layanan Bisnis Perkantoran
Pemasaran Bisnis Retail
2. | Teknologi Informasi Teknik Jaringan Komputer | Teknik Komputer dan
dan Telekomunikasi Jaringan
3. |Seni dan Ekonomi | Desain Komunikasi Visual Desain Komunikasi
Kreatif | Visual
Busana Desain dan Produksi
B Busana N
4. | Pariwisata Kuliner Kuliner

Adapun pérubahannya sebagai berikut:
: SMKN 1 PURWODADI
: SMK NEGERI 1 PURWODADI

Data awal
Perbaikan data

Terlampir persyaratan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan:

a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Alih
Fungsi Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga menjadi Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas lain Nomor 0342 / U / 1989 tanggal 5 Juni 1989 sebagai SK Pendirian

Sekolah;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036/0/1997

tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta
Organisasi dan Tata Kerja SMK;



C.

Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
44007/A.A5/0T/1997 tanggal 3 April 1997 tentang Tindak Lanjut Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034, 035, dan 036/0/1997 tentang perubahan
nomenklatur SMP menjadi SLTP, SMA Menjadi SMU dan SMKTA menjadi SMK,;

Demikian surat permohonan kami sampaikan dan atas kebijaksanaannya kami
sampaikan terima kasih.

PEC Kepala Sekolah

VA

[ sAgN :ﬂ'_ "
S I PARTONO, M.Pd.
A RIP 10670215 196412 1 003 /
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SALTNAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
Fertama

Fedua

KEPUTUSAN
MEMTERI PEMDIDIIAN DAN KEIUDAYAAM
REFUBL 1K - INDOMES [ A
MO. Q3427137 1939

tentang

Alikfungsi Sebolah FPendidilkan Guru
dan Sekolah Guru 0lahraga

menjadi S=kolah Lanjutan Tinqgkat Atas Lain

MENMTERI FEMDIDIKAN DAM HEBUDAYAANM,

a. bahwa salah satu upava yang penting untuk
meningkatlkan mutu pendidikan adalsh wmeningkatian
mutu guru; 5

b. bah#ea pada dewasa ini jumlah tamatan Sekolah
Fenditdikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga sacara
nasional telah memenuhi keperluan tenaga guru
untud Sekol ah Dasar;

€. bahwa alsh karena itu perlu melakeanakan alih
fungsi Sehkolah Pendidikan Buru dan Sekolah Buru
Olshraga vang ada menjadi ZSekolabh Lanjutan Tingkat
AlLas lain.

. Undang-undang Nomor 2 Tahun 15939.

i

- Keputusan Fresiden Republik [ndonesia:
a. Maomor 44 Tahun 1974;

b. Mamor 1S Tahun 1984 . sebagaimana telah
diuvubah/ditambah tarakhir dengan Feputu=san
Fresiden Fepublilk Indonesia Momor -14&. Tahun
1289;

C. Nomor 54/M Tahun 1988.

Z. Keputusan Menteri Fendidikan dan Kebudayaan: .

a. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1730
sampai dengan Mo. 0222g/0/1980 dengan segala
perubahan/tambahannyas;

b. tanggal 14 Marat 1987 NMo. Q1727071983 dan No.
Q17Z/0/ 19835

MiE MW T S K AN

Melaksanakan alihfungsi sejumlah Sekolah FPendidikan
Guru {(SFG) dan Seskolah Guru 0lahrsga {560) men jadi
Szkolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA),; Sekolah
Manengah Teknologi Partanian (SMT Fertanian), Sskolah

Menengah Ekonomi Tinghkat Atas {SMEAD Sekol ah
Menengah Kesajahtarasn Kazluarga (SMEKD Sekol ahs
Menengah Fekerjaan Sasial (SMFS s2bagaimana

tercantum dalam Laspiran kKeputusan ini.

Palaksanaan 2!'ihfungsi sebagaimana dimaksud dalam
diktum "Pertama® dilaksanakan bertahap mulai tahun
pelajaran 1789/1990 dengan ketentuan Sekal ah
Fendidikan Guru (5FG) dan Sekolah Buru 0lahraga (SGC)
vang dialihfungsikan:



e

metiga

kesmpat

Eelima

REsnam

Eetuiuh

Kedalaphn

Veseembil an

kKeszpuluh

a. tetap menvelanggarakan proses belajar mengajar
bagr siswa hkelas [ (dua) dan kelas TII ftiga)
sampai tabun.pelajaran 13970/1991.,

b. pada awal tabun pelajaran 28%9/1790 oenerima siswa
baru untul jenis s=shalah baru, dan tidak lagi
menerima ciswa baru untuk Sskolsh Fendidikan Guru
(SFGY dan Sekolah Guru Qlashraga (8GO .

Femanfaatan dan pendavagunaan komponen ketenagaan,
anggaran, sarana dan prasarana selama berlangsungnya
macssa alihfungsi  dikoordinasikan oleh Sekretariat
Jenderal Departemen Fendidikan dan Kebudsvaan.
Fengaturan teknis pengajaran dan administrssi  selama
berlangsungnya masa alihfungsi ditetapkan lsbih
lanjut olesh Dirsktur Jdenderal Fendidikan Dasar dan
Menengah.

Kepala Kantor Wilayvash Departemen Fendidibkan dan
Febudayaan melaksanakan alihfungsi Sekolah Fendidikan
Guru (8PB)Y dan Sekolabh Guru Olsahraga (SBO) di
wilavahnwva masing-masing sesual dengan pedoman  yang
diberikan olesh Dirsektur Jenderal FPendidikan Dasar dan

Menengah .

Pada akhir maeca alihfungsi, Dirsktur Jenderal
Fendidikan Dasar dan Menengah mengusulkan palembagaan
szkolah—=sekaol ah baru ha=il alihfungsi kepada

Menteri Fendidikan dan Kebudayaan.

Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Buru 0Olahraga
vang tidak tercantum dalam Keputusan ini akan diatur
lebih lanjut dalam ketetapan terssndiri dengan
ketentuan babwa diktum "Kedus" butir a tetap berlaku
bagi sekolah dimaksud dan tidak menerima siswa baru.

Radan Fenyelenggara Sekolah Fendidikan Guru dan
Sekolah Guru Nl ahraga Swasta menyesuailkan diri dengan
jiwa dan isi Heputusan ini.

Hal—-hal lain vyang belum diatur dalam Keputusan ini
akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pads tanggal ditetaphkan.

Ditetapkan di Jakarta
=oml 5 Juni 1989

TDIKAN DAMN FEBUDAYAAM

REPUDIIK

IELRISIA t.t.d

Al HASSAMN EL
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Propinsi/Daerah

Nama/Alamat Sekolah Pendidikan Guru/

Nams Alamat

: Sekolah Lanjutan Tingkat
Kabupaten Nomor Sekalah Gury Olahraga Atas {SLTZ} tertenty
- * T = §e 1% x
tingkat I Kotamadya Urut B dma Alamas N l Niamae
1 2 3 8 5 E 5 7
. _ !
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DIEPARTEMIEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman Senayan
JAKARTA 10270
Leleptmie Noc STEULS STULRIS, STUUAZ, STULIS, 5711149, 5711150, 5711151, 5T1HST.

SURA'T EDARAN
Nomor 41007800 /01/1997

Tindak Tanjut Keputusan Mentert Pendidiban dan

Febudiavaan Nomor 033, 035 dan U30/0/ 1997 tentang

Perubatan Nomenklatur SMP menjadi SETE, SMA menjadi SMU
dimn SMETA menjadi SMIS

Yihe Repaly Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan din Kebudayiin

i sehub Indonesia

Sehubunean dengan telah ditetaphkanya keputusan Menten Pendidikan dan Kehudayaan

Nomor 034201997 tentang Perubabim Nomenb Litur SMIP menjadi SLTP serta
Odpoantsast dan Tata Kerja ST,
Noqnor UAS/O71997 tentang Petulbuabim Nomenkliur SAA menjadt SMU sert
Onpanisasi dan Tata Keria SMU,
Nomer 036071997 wentang Perubaban Nomenk o SMETA menjadi SMK seitd

Organisasi dan Tata Kerjn SMK

Lintuk kelancaran penyelengpanan adininistrasi® din proses belagar mengajar harap

diperhatikan beberapa hal.

Pencairan DIK

1) Mempedomani Surat Bdaran Direktorat Jenderal Angearan tanggal 27
Maret 1997, No, SE-44/A/03/0397 (lerlampir).

2) Setelah menerima Kepmendikbud tersebur dalam jumlah yang telah
ditetapkan, harap ditcrus<an ke Kanwil Duektorat Jenderal Anggaran,
KPKN yang ada di wilayah Savdara, Kepala Bidang dan Bagian terkait di
Kantor Wilayah, serta Kandep/Kanin Dikbud Kabupaten dan Kotamadia

di wilayah Saudara;

3) Namit schkoluh lama dengan stempelnya dapat digunakan sampai akhi
triwulan kedua tahun anggaran 1997/1998, dan sclanjutnya pengajuan SPP
ke KPKN sudah memakai nama dan stempel seholah baru, dengan

mienambaliban eks nama seholah L




b. Penyelenggaraan kegiatan kurikuler

Sampai dengan penyelenggaraan EBTANAS nama dan stempel sekolah
lama masih dapat dipergunakan, tetapi untuk STTB tahun 1996/1997 harus

sudah nama dan stempel sekolah baru;

2) Untuk  Raport akhir tahun pelajaran  1996/1997 harus sudah
mempergunakan stempel sekolah baru;

1

3) Raport siswa kelas [ tahun pelajaran 1997/1998 sudah memakai nama

sekolah baru.
Penulisan Kepala Surat Dinas, Kode Surat Dinas, Cap Dinas/Stempel dan Papan
Nama Sckolah.
1) Contoh Kepala Surat Dinas,

Fepala Surat Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

/;13.-:.-?“3;
\{T@‘r‘lﬂ KANTOR WILAYAII PROPINSI JAWA BARAT

Jalan. e

Kepala Surat Dinas Sekolal Menengah Umum (SMU)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
:-’”'-E;'-'?T,"‘.
{{-p.r_fj:al'? KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
— SMU NEGERI 3 MAJALENGKA
Tl s s s e R

Kepala Surit Dinas Sckolah Menengah Kejuruan (SMK)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

AL
@ KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
SMK NEGERI | SUMEDANG




3)

Contoh Kode Surit Dinas.

Kode Surat Dinas yang berasal dart Sckolah Lamjutan ‘Tingkat Pertama
(SLTPY dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

P N 0 B B TR ¥ 18 T L W B R

s Paevvubsabian Bomesds Tat vy SBMPD mon jads SLTR

Kode Surat Dinas yang berasal dart Sckolah Menengah Umum (SMUD) dan

ditandarangani oleh Kepaly Sekolah.

o) Aham, pe s __'I.l'],']'.'lllll':r

P sk Homgesa® oot vry D00 s el L

Kode Sutat Dinas berasal darr Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan

ditandataneam oleh Kepala Sekolah

201062 170 NEE SR e

Perubalbian Homenk latur SMETH menjacy

SME .

Untuk Cap Dinas/Stempel, sekolah berlaku ketentuan sama dengan vang

sudith berjalan.



4) Contoh Papan Nama Sekolah
Papan Nama Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTR)

200 Cm

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI 3
LUBUK LINGGAU

JAIAML oot vrmennssres reasvesasesssarssessssbpran s anms s man s b he s b

Papan Nama Sckolah Menengah Umiuim (SMU)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI 2

TR MOJOKERTO
)

e Jalan

-

o]

Papan Nama Sekoloh Menangah Kejuruan (SMK])

200 Cm

200 Cm )

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2
SUNGAI PENUH

;'ﬁ‘-'?"'-.
@_{@ Kelompok ..o

BN i AR R e /o

100 Cin

100 Cm




L) Ketentaan Preabk Papan Namac dan Ponempatanng

a) Papan Nama Sekolah berhentuk perseg panjang dengan ukuran panjang 200 Cim dan
lebar 100 Cm, dibuat dan baban papan kayu atau logarm dan liang pancang yang kuat

b) Ketentuan Penulisan
Pada Papan Nama dicantumban lnmbang Deparlamen Pendidikan dan Kebudayaan, nama

Departemen Pendicikan don Kebudayaan, nama Sekolah dan singkatanrya ditkuli dengan
nomaor serta alamat Seknolah

) Khsos Papan Nama Sokalah Menengah Kejoroan (SMK) dicantumkan Kalompok yang ada
thesekolinh ersebl de sl sioggkaton rivea Sekaolah yong bersangkutan, untuk membedakan

sololaly asaloyn

o) Dhenntiale bviirial cnbids st Dhepaiternien don sekolah addalab B! kipatal, sedongkan alamal

Fodeehy brubanny buareat kg mtal

) W dinsae paogson s skl paabile weieon Tubisaan balioy, wisrna lamba W Depcdikeued

SOE L denain Kelontuan
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boroDit FENODJIA Dap ausneais PHOE 100 1 TE8a77y 0 o Mar. 51987 @143 Fi
VEPARTEMEN KTLIANGAN REPUBLIK INDONESI|A
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Geduny Anggaran Tulepon @ 344-8230 (20 saluran)
Jl. Lapangan Banleng Yirmur Ko. 2.4 I84-2234, 3905120, J4do107
Jukurtn 10710 Tolox 1 4ETHE

Kotak Pos 1119 Facsimily ¢« 3846402, 345. 5640

27 Maret 1987
Perihal : Perubahan Nomenklalur Sekolah

Kepada Yih.

1. Para Kepala Kantor Wilayah DJA:

2. Para Kopala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
3. Para Kepala Kanter Tata Usaha Anggaran.

D

URAT EDARAN

————

Nomer : ss-‘qq, IMJPSQ?’

Sakubungan dengan Keputusan Menteri Fensidikan can lebudayaan tanggal 7 Marel 1997 nomer

- 034/0/1097 tentang Perubahan Nomenklatur ShE rmenjadi 8LTP serla Organisasl dan Tata Kerja SLTP,
yang berjumlah 8.9¢8,
032/0/1897 tentany Fenubahan Nomank'ais Shan “onjadl SMU serta Qrpanisasi dan Tata Kerja SMU,
yang berjumlah 2.4£5,
03€/0/1087 lentang Perutahian Nomenklntur ERLTA menjadi SMK senta Orpganisas| dan Tala Kerja SMK,
yang berjumiah 717

Dengan ini dibaritahukan batiwa

1. Perubahan nomenklatur lersebul akan memakan vaaklu karena membuluhkan penerbilan 8K penycsualan

. Guru/FPegawal dengan na na SLTR/ISMU/SNM yang baru,

2. Daftar Pengalihan Nome nklatur akan dilerbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan akan
disusulkan kepada masing)-masing KPKN melzlvi Kanwil DJA sebagal lamplran surat edaren Inl.

3. Untuk menghindan kesuli.an maka sebalurn mavpun sssudah diterimanya Daltar Pengalihan Nomenklatur
tersebul bulir (2), pengsjuan SPF pembayarar q9ji guru/pegawal bersangkutan dan biaya operaslonal
sekolah yang mengqun.xan stempzf dan tlanko/kop surat lama dapat dilayoni ﬂﬁﬂﬂaﬁ.’l&ﬁlﬂlﬂﬂ dalam
penullsan uralan SFP Fulin nama gekalah bary harus ditkuti dengan ex nama sekolah lamp, Contoh
Eendaharawan SMU Neg:ri | Parungkuda ox SMA Nageri Curug. -

4. Masa lransisi unluk penyesualan/perubahian nemenklatur ini diberikan selama 1 (salu) tahun
ngaaran mulai tanggal | April 1087 dan barakhir peda tanggal 31 Maret 1880, Oloh karena Il lidak periu
merevisi DIK 1897/1998. |

5. Nama sekolsh sesuai dengan’ Kepulusan Menles Pendidikan dan Kebudayaan No.034/0/1667,
N0.135/0/1997, dan No (136/0/1997 akon dicantumkan dalam DIK 1990/1099, _

8. Kanter Wilayah Clreklorat Jonderal Anggarun agar segera menyampaikan Daftar Pongatihan Nomenkiatur
menurul daftar yang sud.ih disiapkan oleh Depdikbug kepeda masing-masing KPKN,

7. Kepala Kanlor Wilayah D rektorat Jenderal Anggaran agar mengawnsl pelaksanaan sutal edaran Inl,

Cemikian untuk ditaksanaaar dengan sabain-Seisnya.
A DIRERTUR Ju:\a ERAL ANGGARAN

S {FT'-,;.

A R
Tembusan Yih,
1. Sekrelaris Jenderal Copr temen Pendidivan < i ! nbudasaan di .Jakm‘l.‘::/
2. Dirckiur Pomblinaan Ang joran il, DJA & vakads e
3, Kepala PPDIA di Bandur g.

had V dikbids e doe

B e




Menimbang

Mengingat

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REFUEBLIK INDONESIA
HOMOR. D36/01 597

CTENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJAD] SMK

SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN BAN KEELIDAYAAMN,

: bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Nomaor 29 Tahun 1990

tentang Pendidikan Menengah, dan  Heputuzan  Menderi
Pendidikan dan Kebudayaan MNomor 0480/UM1882 tentanyg
Sekelah Menengah Hejuruan, dipandang perlu  mengubah
romenklatur Sekolah Menengah Urmum Tingkat Pertama {(SMP)
menjadi Sekolzh Menengah Kejunuan Tingkat Afas (SMETA) dan
mengabur srganisasi dan tata kega SME;

1. Undang-undang Momor 2 Tahup 1988;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
4. Momor 20 Tahun 1990
b.  Bomor 38 Tahun 1992,
. Momer 33 Tahun 1992,

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
4. Nomor 44 Tahun 18974,
. HNomor 15 Tahun 1884 sebagaimana felah beberapa
kali didbah, terskhir dengan  kepolusan  Presiden
Fepublik Indoneasia Momor 78 Tahun 189&;
& Momor 984 Tahun 1993



Memperhatikan

Menstaphkan

4, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mornar
4301992,

Persetujuan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur Megara
dalam surat Momor B-148/1f57 tanggal 7 Februari 1887;

MEMUTUSKARN:

. KEPUTUSAN MENMTER| PEMDIDIKAM DAN KEEUDAYAAN .

EEPUEBL K INDOMESA, TEMTANG PERUBAHANM
NOMEMKLATUR SMKTA MENJAD! SMK SERTA ORGANISAS
DAN TATA KERJA SMEK.

BAE 1
NOMEMNKLATUR

Fasal1

tengubah nomenklatur Sekolzh Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang

terdini atas:

Sekolah Teknologi Menengah (STHY;

Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan {3TM Permbangunand;
Sekolah Teknalag Menengah Grafika (ST Grafila);

Eekolah Menengah Teknologl Grafika (SMT Grafika),

Sekolan Menengah Teknologi Penerbangan (3MT Penerbangany;
Sekaolah Teknalogi Menengah Pekapalan (ST Perkapalan);
Sekolah Menengah Teknclogi Perkapalan (SMT Perkapalan);

1
2
3
4,
5 Sekolah Teknologi Menengah Pencerbangan (STM Penerbangany:
il
7
g8
3

. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (ST Kimia);
10, Sakolah Menzngah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
11, Sekolah Teknologl Menengzh Pertanian {(STM Pertanian);
12. Sekolah Menengah Teknolooi Pertanian (SMT Pedanian;
13, Sekolah Menengah Ekgnomi Atag (SMEA);
14 Sekolgh Menengah Kesejahteraan Kelrarga (SMER]);
15, Sekolah Menengah Karawitan [ndonssia (SMET,
16. Sekolzh Mensngah Seni Rupa (SMER);
17. Sekelah Mensngah busik (SME);
182, Sekolah Menengah Industri Pariwizata (SMIFT;
19, Sekolah Menengah Industri Kergjinan {(SMIK);
20, Sekolah Menengah Teknologi Kerurmahtanggaan (STE);
21, Bekelah Menengah Pekerjaan Sosial (SMP3),
menjadi Sekofah Mepengah ¥ejuruan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut

Sk



{1]

{2}

(3}

(1

{2}

Pasal 2

MNemeankiatur dan Penomoran SMMK diatur sebagai benkut:

a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus lbukota Jakarta, diberi nama
Jakarta, dengan nomeor menurut uman tshun penetapan keputusan
pelembagaan SMK yang bersangklitan;

b.  SME yang berlokasi di ketamadiafeota administratif, diberi nama sesuai
nama kotamadiadkots admimstratif yang bersangkutzn, dengan nomor
menurut urutan tahun penetapan keputuzan pelembagaan SMK yang
bersangkutan;

oo SMK vang berlokasi di ibukota kabupaten, dibern nama s2sual nama
ibukata kabupaten, dengan pomor mepurat wrutan t2hun penstapan
keputusan pelembagaan SME yang bersanghkutamn;

4. SMK yvang barockasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama
kecamatan tempat eekolah hersangkutan berada, dengan nomar mermnat
urutan tahun  penetapan  keputusan  pelembagaan SMWK yang
hersangkulan;

Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan
pelembagaan SMIK Urltan pencmoran SME ditetaplan berdasarkan nomar
urut dalam keputusan pelembagaan ShK yang bersangkutan.

Ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam avat. (1 _b.erlaku juga bagi
pencimasan 3K sebagal akibat pemekaran wilayah, pindah lckasi, dan
penambahan unit haru.

EAE I
KEDUDHKAMN, TUGAS DAN FUNGSI

Pazal3
SME. adalah wunit pelaksana teknis pendidikan menengah di Thgkunga
Departemnen Fendidikan dan kKebudayaan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan di Propinsi.

SMK dipimpin oleb seorang Kepala dan dibantu secrang atau lebik Wakil
Kepala.

Pasal 4

S mempuryai tugas menyelengoarakan  pendidikan kejuroan pada jenjang
pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bBag tamatan Sekolah Lanjutat Tingkat
Pertama {SLTPY atau yang sedergjat dengan berpedoman pads ketentlan
peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.



FPasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimans dimaksud dalam Fasal 4, SMK

eempunyai fungsi

a. pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teor dan praktek kejuruan
sesuai dengzan kurikulum yang berlaku;

b.  pengurusan saran pendidikan dan bahan pengajaran yvang dipergunakan untuk
nroses belajar mengajar dan latthan prakisk para siswa;

¢ pelaksanaan dan pembinaan hubungan Kefjasama dengan dunia usaha dan
industri, arang tuafwall sizwa murid, dan masyarakat;

d.  pelaksanaan wusan tata usaba dan uresan oromah tangoga SMK dan
petlengkapan pendidikan.

BAE
ORGANISASI]
Pasal 6
Organisasi SME terdiri atas:
a. FEkspala;
k. Wakil Kepals;
. Urusan Tatz Usaha;
d. Kelompok Jakbatan Fungsicnal.
Pasal 7

Kepala adalab gurd yang mempanysl tugas memimpin penyalenggaraan kegiatan
befajar mengajar, serta membing gurd, tensgs kependidikan lsibnys, tenaga
adminiztrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industti

FPasal &

(11 Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibanty oleh secrang atau sebanyak-
kanyaknya 4 orang Wakil Kepala,

{(2) Penentuan jumliah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang
bersangkutan.

{31 Wakil Kepala adalah gury yang mempunyal tugas metmbantu Kepala dalam
meminpin penyelenggaraan Kegiatan belajar mangajar, serta mambina gury,
tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama
dengan durma ugaha dan indugtri,

Fasal &

Subbagian Tata Lsaha mempuinyal tugas melaksanakan urasan ketatausahaan dan
urlsan kerumahtanggaan SME dan tugas-tugss 1ain yang diberikan oleh Kepala.



Pasal 10

Ketua Juriesan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latthan kejuruan
siswa.

Pasal 11

ketompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksangkan kegiatan jabatan .
fungsional masing-masing berdasarkan  peratutan perundang-undangan  yang
berlaki.

Pazal 12

(1) Kalompak Jabatan Fungsional terdin atas guru dan jabatan fungsional lainnya
yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

72)  Kelompok Jabatan Fungsionsl dikoordinasikan cleh secrang fenaga fungsional
sanior berprestasi yang dilunjuk oleh Kepala,

{31 Jumlah kelompok jabatan fungsicnal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1)
ditentukan berdazarkan kebutuban dan beban kera;

(4] -Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat {1)
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangar yand berlaku,

Pasal 13
Bagan argamsasi SMK tersantorm dalarm Lampiran | Keputusan ini,

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan fugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketura Jorosan, Kelompok
Subbagian Tata Uszha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajb’ menerspkan
pringlp keoordinasi, infegrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-rmazging
maupun dengan instansi fain di [uar SMK sesusi dengan tugas pokok masing-
masing.

Pazal 15

Kepala, Kefua, Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib  mengawasi
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yvang diperitkan sesuai dengan peraturan perndaang-
undangan .



Pazal 18

Kepata, Wakil Kepala, Ketua -Jurusan,dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib
mengikuti dan mematehi petunjuk dan berfanggung jawab kepada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Juruzan, dan Kepala Sckbagian Tata Usaha bertanggung jawab
memimpir, mengkoodingsikan, dan membina pelaksanaan tuges bawahannya
masing-rasing serts mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usabha wajib mengolah laparan
dan mengaunakan laporan dan bawahan sebagai bahan penyasunan laporan lebih
fanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketuz Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam
menyampaikan laporan wajib memberdkan tembusan kepada unit lain yang secara
fungsional mempunysi hubungan kerja.

Pasat 20

kepala Kantor Wiayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Fropinsi setetnpat
dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB Y
BIAYA

Pasal 21
Btaya urtuk pelaksanazan Keputusan ini dibsbankan padz mata anggaran yang
relevan di  masing-masing  Kantor  Wilayah  Departemen  Pendidikan  dan

Kebudayaan,

BAB ¥
LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkannya Keputuzan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomaor, dan
lokasi sebagaimana tercanium dalam Lampiran || Keputusan ini,



BAB Vil
KETEMTUAN LAIN

Pasal 23
FPerubahan atas organizasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dati Mented vang
bertanggung jawak di bidang péndayagunaan aparatuy negata.

Pazal 24
SMKTA yvang diselenggarakan oleh masyarakat dengan Keputusan ini.

Paszal 25

Pada saat mulsi berlskunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikar dan
Kebudayaan Nomar 080/0M1 979 dinyatakan tidak berlakuy,

Pazal 26
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di fakarta
pada tangoal T Maret 1987

MENTER| PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
fd.
Feof. Drdng. Wardiman Dipjonegors



LAMPIRAN |  KEPUTUSAN MENTER! PENDIDIKAN DAM KEBUDAYAAN
NOMOR 03801987 TANGGAL 7 Maret 1887

EAGAN ORGANISAS] 3MK

"KEPALA

WAKIL KEPALA

JURUSAN —r
i
| URLISAN

TATA USAHA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBLDAYALN
ftd.
Frof. Or -Ing. Wardiman Diojonegaro



LAMPIRAN B KEPUTUSAN MENTER! PENDIOIKAN DAN KEBLIDAYAAN
NOMOR 036011937 TANGGAL 7 Maret 1997

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN HOMOR
SMKTA MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

NG, PROPINSI JUMLAH 3EKCLAH KETERANGAN
1. Ol Jakara E8
2 Jaws Barat &7
3. Jawa Tengan B
4. [, Yogyakarta 25
& Jawa Timur 78
. [l Aceh 20
¥ Sumatera Wtara A4
a. Surmglers Barat 28
4. Riau 16
1 Jambi 14
1. Surmatera Salatan 24
12. Lzmpung 16
15 Kalimaritan Barat 15
14. Kalimantan Tengah 12
15. Kalimantan Selatan 18
16. Kalimantan Timur 17
17, | Sulzwesi LHara 22
1&: Silawesi Tengah 14
19, [ Sulawazi Selatan in

20. Sulawesi Tenggara 13

21, | Maluku 14

22 Eali 17

23 | Muza Tenggars Barat 12

24 Muza Tenggars Timur 14

28 | Inan Jays 1

2E. Bengkulu 10

27, Timar Timur 11

JUMLAH ) 7




